BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 853/:11/2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN
DEFINITIF PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI SOPPENG,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal
190 ayat (1) Peraturan Bupati Soppeng Nomor
'23/PER-BUP/XI/2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah  Pemerintah
Kabupaten Soppeng, maka perlu menetapkan Batas
Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Definitif
setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tathbahan Lembaran Negara Republik Indornesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerni
Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 7);
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 67);
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2018
tentang Penetapan Batas Maksimal Uang Persediaan
dan Tambahan Uang Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP)
Definitif Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU digunakan dalam rangka pengisian
kas setiap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam
setahun.



KETIGA : Uang Persediaan (UP) sebagaimana pada Diktum
KESATU tidak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran yang menurut ketentuan yang
berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran
Langsung (LS).

KEEMPAT x Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun
Anggaran 2019.

Ditetapkan di Watansoppeng
tanggal 2¢ Desember 2018

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

2. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di
Watansoppeng.

3.Para Asisten dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng di
Watansoppeng.

4, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten
‘Soppeng di Watansoppeng.

S. Arsip.




° LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR  : 853/XII/2018
TARQGAL : 28 Desember 2018
TENTANG : PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN DEFINITIF
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019
(1] : Y R RN SO T T
1 |Dinas Pendidikan 418,000,000
2 |Dinas Keschatan 1,220,000,000
Dinas Kesehatan 350,000,000
Puskesmas Salotungo 45,060,000
Puskesmas Sewo 35,000,000
Puskesmas Malaka 35,000,000
Puskesmas Cabbenge 40,000,000
Puskesmas Baringeng 40,000,000
Puskesmas Cakkuridi 40,000,000
Puskesmas Cangadi 45,000,000
Puskesmas Pacongkang 35,000,000
Puskesmas Citta 35,000,000
Puskesmas Takalala 45,000,000
Puskesmas Tanjonge 45,000,000
Puskesmas GoariE 35,000,000
Puskesmas Tajuncu 45,000,000
Puskesmas Leworeng 40,000,000
Puskesmas Panincong 40,001,000
Puskesmas Batu-Batu 45,000,000
Puskesmas Ganra 40,000,000
Laboratorium Kesehatan Daerah 5,000,000
RSUD Latemmamala 100,000,000
Public Savety Center (PSC) 119 80,000,000
3 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 310,000,000
4 |Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimnan 75,000,000
8 |Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 396,000,000
6 |Dinas Soaial ) 115,000,000
7 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 87,000,000
8 |Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 80,000,000
9 |Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 100,000,000
10|Dinss Lingkungan Hidup 263,000,000
11 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 118,000,000
12|Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 193,000,000
13|Dinss Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanu 166,000,000
14|Dinas Perhubungan 125,000,000
18|Dinas Komunikasi dan Informatika 150,000,000
16| Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 115,000,000
17|Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 75,000,000
18|Dinss Pemnuda dan Olahraga 100,000,000
19|Dinss Kebudayaan dan Pariwisata 125,000,000
20|Dinas Perpustakasn dan Kearsipan 70,000,000
a1 Ehll l_'.ortlnhn 230,000,000
23|B*dan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan 193,000,000
23|Badan Pengelolasn Keuangan Daerah 350,000,000
24 |Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 235,000,000
25 |Sekretariat Daerah 731,000,000
Sekretariat Daerah 711,000,000
Kantor Perwakilan Jakarta 20,000,000




i\’ A ;-.—: .
‘DNEJJOS 1LVdAd

4 N

000°000‘VLZ 8 HVINAL
000'000°ST1 qeideq vusousqg unAuenBdusus Ueped|LE
000'000°ST1 RO Usp esdusg Unjeso)] Uepeg | 9T
0000000t D vejeweoey ST
000'000°‘€E IUNp Useweoey| vE |
0000009 BupfowodunT uoyvanay]

0000009 oJpSBUDIOUDHY UDYDINB)]

000°000°9 ojpsBuDRY UDYDIT)]

0000009 DODY UDYDIN]BY]

0000009 mpg-npg UDYDINA)

000°000°€/, DMDUOLIDI UDIDWDIBY]
000‘000°€0T BAPHIOIS] TejutIede) |EE
0000009 AIUDODH UDYDIT]BY]

0000009 Bupsapplod ubyovuaniay

0000009 Buaqqop oyounjay]

0000009 Bunip) uoyoumay]
000000°68 NDIUINT UDIDWIDIBY]
000°000°60T NS Te3eTedey] | TE
000000 FoUUa, Uy

0000009 bunpo uoyoumayy

000°000°9 buvunddy uoyouma)y

000°000°S2, DIDUYYT UDIDWDOR)]
000°000°€6 sfepyT weyewwooy | 1€
000°000°8€ Huo(-|uoQ Ue3EuIeday (0
0000009 pinipyoIps UDYDINEY
0000009 bunfodoT upypamay
0000009 opg uDYyDIMaY]
0000009 pDquiaT upyoINRY]
0000009 opog upyoumay
0000009 odwp ubyoimay
000°000°9 MDY DIDGDIDT UDYDATYII]
000°000001 DIDGDIDT UDIUDIBY]
000°000°Z¥1 BjEqule’] TeIEWEIRN |67
0000009 1SsaqDT UDYDINY]
0000009 HOIDAUBNB L, UDYDIT)3)]
000°000°09 OMDMUOLD UDIOWDOBY
000°000'TL OMBMIOMIS] UB}eWIedy |8
000‘000°'SLT




